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ABSTRACT 

  

 This study aims to determine whether village financial management in the 

Berakit Village administration, Teluk Sebong District, Bintan Regency has met the 

principles of accountability and transparency based on Permendagri Number 20 of 

2018. The type of data and data sources used are primary data. Data collection 

techniques used in this study were documentation, observation, and interviews. Then 

the data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of the 

study indicate that Berakit Village in the application of the principle of accountability 

at the planning, implementation, and administrative stages is in accordance with 

Permendagri Number 20 of 2018 and can be said to be accountable. However, the 

application of the principle of accountability at the reporting and accountability 

stages of Berakit Village is still not in accordance with Permendagri Number 20 of 

2018, because at the reporting stage of Berakit Village there is no report on the 

realization of activities and at the planning stage of Berakit Village there is no record 

of financial statements and lists of sectoral programs, programs regions and other 

programs that enter the village. The application of the principle of transparency in 

village financial management in Berakit Village is still not transparent and not in 

accordance with Permendagri Number 20 of 2018, due to the lack of openness of the 

village government in presenting information listed on billboards which only contain 

the Village APB budget and there are limitations in accessing the general cash book. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah keinginan yang tidak terpisahakan dan menjadi cita-cita bagi setiap 

daerah. Bukti nyata yang dijalankan pemerintah guna mencapai tata kelola 

pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan kinerja dengan sebaik-baiknya 

dalam instansi pemerintahan. Salah satu prinsip penting untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah 

sebagai kunci utama dalam pelaksanaannya harus bertanggungjawab secara 

transparan dan akurat kepada pihak-pihak yang membutuhkan pertanggungjawaban 

tersebut.  

Kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk membuat laporan sebagai 

bentuk akuntabilitas memerlukan akuntansi pemerintahan. Karena penggunaan 

akuntansi di lingkungan pemerintahan daerah adalah untuk proses pencatatan 

transaksi pemerintahan dan kegiatan pelaporan. Menurut Jenia et al., (2020) terdapat 

tiga tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan yaitu pertanggungjawaban, manajerial, 

dan pengawasan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah berupa 

penyampaian informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan keuangan yang 

dilaksanakan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus 

menyajikan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial seperti perencanaan, 
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penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Untuk itu 

akuntansi pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan keuangan publik dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan 

pusat, daerah, maupun desa. 

Keberadaan desa sebagai salah satu fokus penting dalam pembangunan nasional 

dilakukan dengan tujuan meminimalisir terjadinya ketimpangan pembangunan antara 

desa dan kota. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang desa, diketahui 

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan tersebut dikarenakan 

desa sebagai salah satu unit dalam instansi pemerintah yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat dengan latar belakang kepentingan dan kebutuhan yang beragam, 

memiliki peranan yang strategis untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dan 

meratakan pembangunan yang ada di desa. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya desa membutuhkan dana yang 

tidak sedikit. Sumber terbesar pendapatan desa yaitu Dana Desa yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 

6 tahun 2014 Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang ditujukan kepada desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa. Selain 
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itu terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan 

stimulun atau dana stimulasi untuk mendorong pendanaan program pengelolaan 

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakat 

(Permendesa No. 5 Tahun 2015). 

 Penggunaan dana-dana tersebut yang saat ini didistribusikan setiap tahun ke 

seluruh desa perlu dipertanggungjawabkan, karena dalam pemakaiannya dapat 

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan kepercayaan masyarakat dalam 

membangun desa. Pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang sangat penting 

dalam penggunaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa 

tentunya harus menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu untuk mengelola 

keuangan tersebut. Diperlukan pengembangan kinerja pemerintah desa dan Badan 

Pengawas Desa, serta masyarakat untuk mengawal pengelolaan keuangan desa yang 

diterima dari pemerintah pusat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban terkait dengan aturan yang 

berlaku (Kurnia Sari & Trisnawati, 2021). 

Siklus pengelolaan keuangan desa akan terhambat atau tidak akan berjalan 

dengan lancar tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menciptakan 

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di desa maka dibutuhkan prinsip 

penting salah satunya akuntabilitas (Riyanto et al., 2021). Akuntabilitas diperlukan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan pemerintahan terutama 
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pengelolaan keuangan, karena akuntabilitas merupakan indikator penting 

pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dalam melaksanakan 

pembangunan pemerintahan desa dapat melibatkan kemampuannya dan bertanggung 

jawab demi mewujudkan tujuan atau misi yang telah ditetapkan sehingga sarana 

akuntabilitas dapat dilaksanakan secara teratur, serta akuntabilitas pemerintah sebagai 

pendukung penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Pebriyanti & Sudiyanto (2021) selain akuntabilitas salah satu prinsip 

dasar agar tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu dengan adanya 

transparansi. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam menyampaikan 

informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan salah satunya yaitu 

keterbukaan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah 

dalam mendapatkan informasi, sehingga informasi tersebut nantinya dapat terpantau, 

karena masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang kepentingan publik. 

Pada dasarnya, transparansi adalah keterbukaan terhadap informasi, komunikasi dan 

budgeting.  

  Pada penelitian ini peneliti memilih Desa Berakit sebagai objek penelitian, 

karena Desa Berakit merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Teluk 

Sebong Kabupaten Bintan yang menerima penyaluran dana yang bersumber dari 

APBN dan APBD yang akan digunakan untuk pembangunan desa. Sumber terbesar 

pendapatan Desa Berakit yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN  pada tahun 

2020 adalah sebesar Rp 1.432.148.000,- dan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 
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1.646.675.000,-. Adapun Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yang diterima 

Desa Berakit pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.181.794.000,- dan pada tahun 

2021 adalah sebesar Rp 1.239.734.000,-.  

Dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus berpedoman dengan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 2 berkaitan dengan pedoman pengelolaan 

keuangan daerah yang mengatur keuangan desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, 

transparansi, partisipatif serta dilaksanakan dengan disiplin dan tertib anggaran. Desa 

Berakit dalam pengelolaan keuangannya melewati beberapa proses mulai dari tahap 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Pada 

tahap Perencanaan Desa Berakit melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa Berakit, untuk membahas dan menyepakati 

apa saja yang akan menjadi prioritas pada tahap perencanaan mendatang. Kemudian 

pemerintah desa melakukan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa 

tahun berkenaan.  

Tahap pelaksanaan Desa Berakit yaitu melakukan penerimaan dan pengeluaran 

desa melalui rekening kas desa pada bank. Kemudian Kaur dan Kasi Pelaksana 

Kegiatan Anggaran menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), setelah 

disetujui oleh Kepala Desa kegiatan tersebut dapat dijalankan. Pada tahap 

Penatausahaan Desa Berakit dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat setiap 

penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum. Selanjutnya tahap Pelaporan 

dimana Kepala Desa Berakit menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester 
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pertama paling lambat minggu kedua bulan juli. Tahapan terakhir yaitu 

pertanggungjawaban, kegiatan yang dilakukan adalah Kepala Desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui 

camat setiap akhir tahun. 

Pada saat observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Berakit untuk prinsip 

akuntabilitas, ditemukan permasalahan pada tahap pelaporan yaitu pemerintah Desa 

Berakit tidak ada laporan realisasi kegiatan, hanya ada laporan pelaksanaan APB 

Desa saja. Selanjutnya pada tahap pertanggungjawaban ditemukan permasalahan 

Desa Berakit tidak lengkap dalam menyajikan laporan, pemerintah Desa Berakit tidak 

membuat catatan atas laporan keuangan dan daftar program sektoral, program daerah 

dan program lainnya yang masuk ke desa. Jika dalam pengelolaan keuangan desa 

tidak terdapat laporan-laporan tersebut, pemerintah Desa Berakit dinilai tidak 

akuntabel dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. 

Selain itu untuk transparansi pemerintah Desa Berakit telah memaparkan 

informasi kepada masyarakat melalui baliho yang berada didepan kantor desa 

Berakit. Namun informasi yang termuat dalam baliho tersebut hanya mencantumkan 

anggaran APB Desa saja. Sehingga masyarakat tidak mengetahui dan tidak bisa 

mengawasi pengelolaan keuangan desa di Desa Berakit agar tidak terjadi 

penyelewengan dana. Selanjutnya kendala yang ditemukan di Desa Berakit yaitu 

pemerintah Desa tidak memberikan akses mengenai buku kas umum pada saat 

dimintai data berupa buku kas umum tersebut. Hal tersebut tentunya dapat 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa yang dapat menimbulkan 
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kecurigaan terhadap aparat desa yang tidak transparan dalam menyampaikan 

informasi tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan 

Teluk Sebong Kabupaten Bintan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka identifikasi 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit 

Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sudah Memenuhi Prinsip 

Akuntabilitas? 

2. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit 

Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sudah Memenuhi Prinsip 

Transparansi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Apakah Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa 

Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sudah Memenuhi Prinsip 

Akuntabilitas. 
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2. Untuk mengetahui Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan 

Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sudah Memenuhi 

Prinsip Transparansi. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu 

teoritis dan praktis yang akan  disebutkan, sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti 

dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis serta diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan desa dan sebagai referensi ilmu 

pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 

2. Bagi Desa 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong 

Kabupaten Bintan dalam memberikan gambaran dan evaluasi mengenai 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian berikutnya. 
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1.5 Sitematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini terdiri dari 3 bab, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai telaah pustaka, landasan teori yang 

relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, objek penelitian, 

informan dan key informan, teknik penentuan informan dan key 

informan,  jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta 

teknik analisis data. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Good Government Governance (GGG) 

Menurut Ngakil & Kaukab (2020) Governance merupakan sebuah prosedur 

mengenai penanganan, pengendalian, bimbingan, pemeliharaan, penyelenggaraan, 

dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan. Apabila dalam prosedur 

kepemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka 

pemerintahan tersebut dapat dikatakan kepemerintahan yang baik (good governance). 

Sedangkan Good Governance menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu cara mengelola 

urusan-urusan publik atau kepemerintahan dengan baik. Paradigma Good 

Governance menekankan pentingnya kerjasama dalam kesamaan dan kesepadanan 

antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat.  

Terlihat adanya transformasi paradigma semakin membuat masyarakat turut 

serta berperan dalam pelaksanaan pemerintah. Hal tersebut tampak dari kolaborasi 

kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu 

sama-sama bekerja dengan tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Tujuan dari Good Governance adalah membuat administrasi publik 

menjadi lebih dekat dengan masyarakat, berdaya guna, dan memastikan keterlibatan 

berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan dengan mengungkapkan 

pendapat yang memperkuat isi keputusan dan meningkatkan efisiensi 
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pelaksanaannya. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemeran utama penyelenggaraan 

Good Governance diminta untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih 

transparan dan lebih akurat. 

Good Government Governance adalah terselenggaranya pemerintahan dalam 

perencanaan pembangunan yang baik dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-

prinsip yang berlaku (Sufiana & Diana, 2021). Penerapan Good Government 

Governance tidak terlepas dari adanya keinginan agar pemerintahan berjalan dengan 

baik, efisien, dan memperoleh output yang memuaskan. Terciptanya pemerintahan 

yang baik ditandai dengan adanya pemerintahan yang berpengalaman, sehat secara 

hukum, transparan, akuntabel, amanah, bersih, responsive dan paham terhadap 

seluruh kepentingan dan aspirasi berdasarkan etika, semangat pelayanan, dan 

tanggungjawab publik. 

Adapun prinsip-prinsip dari Good Government Governance menurut UNDP 

dalam Renyowijoyo (2013), yaitu: 

1) Partisipasi Masyarakat (Participation), masyarakat terlibat dalam mengambil 

keputusan secara langsung atau tidak langsung melalui badan perwakilan yang 

dapat menyampaikan aspirasinya. 

2) Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), kerangka hukum harus adil dan 

dijalankan dengan tidak membeda-bedakan. 

3) Transparansi (Transparency), keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan dan mengungkapkan informasi yang relevan, serta kebebasan dalam 
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mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik bagi pihak 

yang memerlukan. 

4) Responsiveness, lembaga-lembaga harus melayani setiap pihak yang 

berkepentingan dengan cepat dan tanggap. 

5) Berorientasi Pada Konsensus (Consensus Orientation), setiap keputusan harus 

diambil melalui proses musyawarah dengan consensus. 

6) Kesetaraan (Equity), persamaan dalam perlakuan dan pelayanan berhak dimiliki 

oleh setiap masyarakat. 

7) Efisisensi dan Efektifitas (Efficiency and Effectiveness), pengelolaan sumber 

daya publik dilakukan dengan berdaya guna (efisien) dan berhasil guna 

(efektif). 

8) Akuntabilitas (Accountability), bentuk pertanggungjawaban kepada publik dari 

setiap aktivitas yang dilakukan agar pengelolaan suatu organisasi dapat berjalan 

dengan efektif. 

2.1.2 Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1, pengertian desa adalah 

adalah integritas warga negara hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang 

untuk menyusun dan mengurus urusan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat 

sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa pada umunya mempunyai sebutan, posisi, dan batas-batas wilayah dengan 
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tujuan untuk memisahkan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Perbedaan 

tersebut juga bertujuan untuk memudahkan otoritas dalam sistem pemerintahan 

(Bastian, 2015). 

Pemerintah desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah pelaksana 

urusan pemerintah dan keperluan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa meliputi kepala desa atau 

dipanggil dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga, desa memiliki otoritas dalam mengatur 

dan mengelola kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2012). 

2.1.3 Pendapatan dan Belanja Desa 

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah total yang diterima dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar pada periode tahunan anggaran 

yang berkenaan yang merupakan hak pemerintah dan tidak harus dibayar kembali 

oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pendapatan meliputi 

semua penerimaan desa selama tahun anggaran yang menjadi hak Desa. 

Adapun pendapatan desa terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

1) Pendapatan Asli Desa  

a) Hasil usaha desa : hasil Bumdes, tanah kas desa.  

b) Hasil aset : pelabuhan, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan 

irigasi dan wisata desa. 

c) Swadaya, keterlibatan dan gotong royong. 
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d) Pendapatan asli desa lain. 

2) Transfer 

a) Dana desa 

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

c) Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi, bantuan Keuangan dari APBD 

Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. 

d) Pendapatan lain-lain, terdiri atas : 

a) Pendapatan dari kerjasama desa. 

b) Pendapatan dari bantuan usaha di desa. 

c) Pendapatan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga 

d) Memperbaiki kekeliruan belanja tahun anggaran sebelumnya 

sehingga menimbulkan pemasukan dari kas desa pada tahun 

anggaran berjalan. 

e) Bunga bank 

f) Hadiah untuk lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa 

g) Pendapatan lain Desa yang sah, pendapatan asli desa, transfer dan 

pendapatan lainnya. 

2.1.3.2 Belanja Desa 

Belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan 

keuangan desa adalah semua pengeluaran desa dari rekening desa yang merupakan 

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang pembayarannya tidak akan 
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diperoleh kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan 

pendapatan desa yang diperoleh. 

Adapun klasifikasi belanja desa dikelompokkan menjadi dua bagian: 

1) Belanja tidak langsung 

a) Belanja Pegawai/pendapatan tetap  

b) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa  

c) Belanja tunjangan  

d) Belanja subsidi  

e) Belanja bantuan sosial  

f) Belanja hibah  

g) Belanja bantuan keuangan  

h) Belanja tidak terduga 

2) Belanja langsung 

a) Pengeluaran pegawai baik yang berupa honorarium, jasa pihak ketiga dan 

uang lembur  

b) Pembelian barang dan jasa seperti pembelian alat tulis kantor, belanja jasa 

kantor (rekening listrik, telepon, dokumentasi), pembelian percetakan dan 

fotokopi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan, 

belanja makan dan minum, belanja sewa alat berat, perlengkapan kantor, 

pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas. 
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2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 

meliputi berbagai rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa. pelaksanaan 

keuangan desa merupakan siklus yang terintegrasi dari satu tingkat ke tingkat 

selanjutnya. Keuangan desa diselenggarakan berdasarkan prinsip transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi serta dijalankan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Prinsip pengelolaan keuangan desa harus dijalankan dengan pemanfaatan masing-

masing desa agar pengendalian, pelaksanaan perbaikan desa, pembangunan desa, 

pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa dapat berlangsung 

sebagaimana yang telah direncanakan, sehingga visi dan misi desa dapat 

terealisasikan. 

Pemerintah desa berperan penting dalam penyelenggaraan keuangan desa 

secara mandiri, hal tersebut tentunya harus diikuti dengan tanggungjawab yang besar 

(Jannah & Eka, 2020). Kepala desa adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk 

mengelola keuangan desa dan didukung oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan 

Desa (PTPKD).  Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) salah satu 

aspek yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa khususnya kader desa 

adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa. aspek 

tersebut harus dimiliki agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan desa.  
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Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 

Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

a) Perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah perencanaan penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran bersangkutan yang 

dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

b) Sekretaris desa memimpin penataan rancangan APB Desa berdasarkan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan dan panduan 

penyusunan APB DDesa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota tiap 

tahun. 

c) Rancangan APB Desa yang sudah disusun sebagai bahan peraturan desa 

untuk penyusunan anggaran desa. 

2) Pelaksanaan 

a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu seluruh penerimaan dan 

pengeluaran desa menggunakan rekening kas desa pada bank yang ditunjuk 

Bupati/Wali Kota. 

b) Rekening kas desa dibuat menggunakan tanda tangan kepala desa dan kaur 

keuangan. 

c) Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar berisi seluruh informasi 

yang berisi pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang dilengkapi 

dengan bukti yang lengkah dan sah 
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3) Penatausahaan 

a) Penatausahaan di desa dilakukan oleh kaur keuangan. 

b) Kaur keuangan mencatat setiap adanya penerimaan dan pengeluaran pada 

buku kas umum 

c) Pencatatan dibuku kas umum ditutup setiap akhir bulan. 

4) Pelaporan 

a) Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan Kepala Desa 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 

b) Laporan  yang disampaikan tersebut berisi laporan pelaksanaan APB Desa 

dan laporan realisasi kegiatan. 

c) Selanjutnya seluruh laporan tersebut digabungkan oleh Kepala Desa paling 

lama minggu kedua bulan juli. 

5) Pertanggungjawaban 

a) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh Kepala 

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

b) Informasi mengenai APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada 

masyarakat melalui media informasi. 

c) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lama tiga bulan sesudah 

akhir tahun anggaran berkenaan. 

d) Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan 

catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program 

sektoral, program daerah dan program lain yang masuk kedesa. 
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2.1.5 Akuntabilitas 

2.1.6.1 Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dalam memberikan 

pertanggungjawaban dari hasil kerja atau pengelolaan dan pengendalian yang 

dilakukan oleh seseorang atau unit organisasi salam mewujudkan suatu tujuan yang 

telah ditetapkan. Menurut Putra et al., (2017) Akuntabilitas merupakan bentuk 

pertanggungjawaban dari pelaksanaan proses organisasi melalui media 

pertanggungjawaban yang dijalankankan secara periodik guna mencapai tujuan yang 

sudah ditentukan. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintahan desa harus dapat 

mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan 

untuk masyarakat desa sesuai dengan undang-undang (Pebriyanti & Sudiyanto, 

2021). 

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan kewajiban suatu pihak 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan seluruh kegiatan baik itu kegagalan maupun keberhasilan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memilki hak dan kewajiban untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Menurut Halim (dalam Budiarti & Retnani, 2021) akuntabilitas adalah 

keharusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menanggapi dan menjelaskan kinerja setiap orang atau 

badan hukum yang menjadi pimpinan organisasi mengenai keberhasilan atau 
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kegagalan yang terjadi dalam proses tersebut kepada pihak yang berhak menuntut 

pertanggungjawaban.  

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah prinsip 

yang menjamin bahwa setiap aktivitas atau pengelolaan keuangan desa dapat 

dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa secara terbuka kepada masyarakat. 

Akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam instansi pemerintah daerah sehingga 

ketentuan-ketentuan yang dibuat dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang terdapat 

di setiap daerah atau desa.  

2.1.6.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas 

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas dibagi menjadi 2, yaitu: 

1) Akuntabilitas Vertikal  

Akuntabilitas vertikal merupakan suatu pertanggungjawaban semua  

aktivitas yang sudah dijalankan kepada tingkat yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. 

2) Akuntabilitas Horizontal  

Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap  

seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan tingkatan yang sejajar. 

Menurut Mahmudi (dalam Pebriyanti & Sudiyanto, 2021) akuntabilitas publik 

mencakup beberapa aspek akuntabilitas yang harus dipatuhi oleh organisasi sektor 

publik, yaitu: 
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1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality) 

adalah akuntabilitas organisasi publik untuk bertindak jujur terhadap 

pekerjaannya dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. 

2) Akuntabilitas manajerial (managerial accountability) adalah 

pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara 

ekonomis, efisien dan efektif. 

3) Akuntabilitas program (program accountability) adalah program organisasi 

yang harus berkualitas dan bermanfaat bagi semua orang, bukan sekedar 

program yang menggunakan dana tanpa tujuan yang jelas.  

4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) adalah kebijakan yang 

dikaitkan dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah diambil. 

5) Kebijakan finansial (financial accountability) adalah pertanggungjawaban 

lembaga publik untuk memakai uang publik (publik money) secara ekonomis, 

efisien, dan efektif, menghindari pemborosan dan kehilangan dana serta 

korupsi. 

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa tipe akuntabilitas diantaranya akuntabilitas vertikal, 

akuntabilitas horizontal, akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, 

akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan, dan kebijakan finansial.  
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2.1.6 Transparansi 

2.1.6.1 Pengertian Transparansi 

Permendagri No. 20 Tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah, menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang 

mengharuskan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi memungkinkan setiap 

individu untuk mengakses atau secara bebas mendapatkan informasi mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses 

pengembangan dan pelaksanaan macam-macam kegiatan serta hasil yang diperoleh. 

Menurut Sabarno (dalam Budiarti & Retnani, 2021) salah satu aspek 

mendasar agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah 

transparansi, perwujudan tata pemerintah yang baik ditandai dengan adanya 

keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses bagi warga dalam proses 

penyelenggaraan pemerintah. 

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi yaitu terbukanya pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi khususnya informasi 

keungan dan fiscal harus dilaksanakan dalam bentuk yang sesuai dan mudah 

dimengerti. Transparansi dapat dilaksanakan jika ada kejelasan fungsi dan wewenang, 

tersedianya informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan 

integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan 

penjelasannya. 
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Transparansi dalam melaksanakan pemerintahan adalah pemerintah terbuka 

terhadap hal-hal yang sifatnya material secara teratur kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah masyarakat luas, sehingga 

prinsip keterbukaan yang diinginkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses 

informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan daerah dapat terpenuhi (Jenia et al., 

2020). 

Menurut Purwanti (2021), transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan 

secara lengkap dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Transparansi dapat 

menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses 

pembangunan dan pelaksanaan serta hasil yang diperoleh melalui kebijakan tersebut. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari adanya transparansi anggaran yaitu:  

1) Mencegah terjadinya korupsi. 

2) Menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan 

kebijakan. 

3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat dapat 

mengukur kinerja pemerintah dengan lebih baik.  

4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan tertentu. 

Berdasarkan pengertian transparansi yang telah dipaparkan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau 
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kebebasan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan 

pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

Transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan 

desa, karena Informasi yang terbuka dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat 

dan pemerintah dalam mengetahui dan mengawasi untuk apa saja dana yang 

dialokasikan tersebut digunakan. Transparansi dapat meningkatkan dukungan 

masyarakat dalam penyelenggaraan program yang telah diselenggrakan pemerintah. 

Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan 

merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan judul penelitian yaitu Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan 

Teluk Sebong Kabupaten Bintan, kemudian diukur menggunakan acuan dari 

beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis 

akan menjabarkan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam 

pemahaman terhadap makna dan maksud penelitian. Berikut disajikan kerangka 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2018) merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat 

dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Diduga bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa 

Pada Pemerintahan Desa Berakit berdasarkan indikator yang merujuk pada 

Permendagri No 20 Tahun 2018 masih belum memenuhi prinsip Akuntabilitas dan 

Transparansi. 

Pengelolaan ADD Desa 

Berakit 

Penatausahaan Pelaksanaan Perencanaan 

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi 

Permendagri 20 tahun 2018 

Pelaporan Pertanggungjawban 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Menurut Hamdi & Baharuddin (2014:5) Penelitian Deskriptif merupakan 

metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang 

ada, yang berlangsung pada saat ini atau yang berlangsung dimasa lalu. Adapun 

pengertian kualitatif menurut Sugiyono (2018) merupakan metode yang dipakai 

untuk meliputi pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan sebenarnya 

mengenai apa yang terjadi dilapangan dan apa yang terdapat pada saat penelitian 

berdasarkan pada pengamatan peneliti dilapangan dengan cara mengumpulkan data, 

mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap 

permasalahan yang dihadapi.  

3.2 Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong 

Kabupaten Bintan, yang beralamat di Jalan Bathin Muhammad Ali, Teluk Asah RT 

005/RW003.  

 



27 
 

 

3.3 Definisi Variabel Penelitian 

3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemegang amanah untuk 

mempertanggungjawabkan, menyediakan, melaporkan dan mengungkapkan setiap 

aktivitas yang dilakukan kepada pihak yang membutuhkan pertanggungjawaban 

tersebut. Indikator merupakan pedoman dalam mengukur kinerja dalam pengelolaan 

keuangan desa yang akuntabel. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang 

menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa indikator yang 

dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 3.1 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan 

No Indikator 

1 Perencanaan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran 

berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.  

2 Sekretaris Desa memimpin penyusunan rancangan APB Desa 

berdasakan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB 

Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. 

3 Rancangan APB Desa yang sudah disusun merupakan bahan penyusunan 

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018 

Tabel 3.2 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaksanaan 

No Indikator 

1 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan 

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada 

bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.  

2 Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda 

tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018 
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Tabel 3.3 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Penatausahaan 

No Indikator 

1 Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan sebagai 

pelaksana fungsi kebendaharaan. 

2 Penatausahaan dilaksanakan dengan mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum. 

3 Pencataan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. 

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018 

Tabel 3.4 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaporan 

No Indikator 

1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester 

pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 

2 Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi 

kegiatan. 

3 Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh 

laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018 

Tabel 3.5 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pertanggungjawaban 

No Indikator 

1 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB 

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran. 

2 Laporan pertanggunjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

3 Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri 

dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, 

laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke desa. 

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018 
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3.3.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa 

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang menjamin kebebasan bagi 

setiap pihak untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan 

dan hasil yang diperoleh. Pemerintah telah mengatur dalam Permendagri No. 20 

Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan 

sebagai berikut: 

Tabel 3 6 Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa 

No Indikator 

1 Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 

masyarakat melalui media informasi. 

2 Pembukuan arus kas masuk dan arus keluar memuat semua informasi 

yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung 

oleh bukti yang lengkap dan sah. 

3 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB 

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran. 

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1) Data Primer 

Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data primer. Menurut 

Malumperas et al., (2021) data primer adalah data yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari sumber pertama. Misalnya berupa pendapat, hasil 

observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun kelompok. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari sumber pertama melalui 

wawancara langsung dan observasi secara langsung saat turun kelapangan. 
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Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber yang memahami dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa 

serta mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan prinsip akuntabilitas 

dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berisi 

keterangan mengenai hal-hal yang mendukung berlangsungnya kegiatan 

pengelolaan keuangan desa. 

2) Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati keadaan objek penelitian 

secara langsung pada saat turun kelapangan. Tujuan dari dilakukannya 

observasi yaitu untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi 

dilapangan berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan desa.  

3) Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan keuangan desa dengan tujuan untuk memperoleh informasi. 

Menurut Selly & Saputra (2021), wawancara langsung dilakukan dengan 
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operator desa untuk mengetahui sejarah desa dan pengelolaan keuangan desa. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat dan 

pemerintah desa yaitu kepala desa beserta perangkat desa, yang menjadi 

responden pada penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang 

diperoleh berdasarkan kenyataan dilapangan dengan akurat dan sistematis. Analisis 

data Menurut Sarosa (2021) tahapan analisis data kualitatif setelah setelah tahapan 

pengumpulan yaitu memadatkan data, menampilkan data, kemudian menarik dan 

verifikasi kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan kegiatan 

mengubah data penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik 

sebuah kesimpulan. Langkah-langkah teknik analisis data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, antara lain : 

1) Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan semua data yang 

terkumpul, mengelompokkan data berdasarkan jenisnya dan memisahkan data yang 

tidak terpakai. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya data yang 

telah terkumpul akan dipilih dan dipisahkan menjadi data yang dianggap penting, 

kurang penting dan tidak penting. 

2) Penyajian Data 
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Penyajiannya dilakukan dengan memisahkan data berdasarkan jenis dan 

macamnya agar mudah dipahami. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa 

teks naratif yaitu berbentuk catatan yang diperoleh dari lapangan. Data disajikan 

sesuai dengan rumusan masalah sehingga nantinya data akan terorganisasi dan 

tersusun yang kemudian dapat dengan mudah dipahami. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan didapatkan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan data 

yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga mendapatkan 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Keadaan Geografis 

Keadaan geografis adalah kondisi maupun keadaan suatu wilayah dilihat dari 

keadannya yang berkaitan dengan aspek letak, berhubungan dengan lokasi geografis, 

luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta. Desa berakit merupakan salah satu desa 

yang terdapat di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan 

Riau. Secara geografis Desa Berakit memiliki luas wilayah 53,25 Km
2
. Adapun batas 

wilayah dan orbitasi Desa Berakit yaitu sebagai berikut: 

1) Batas Wilayah 

a) Sebelah Utara : Laut Cina Selatan 

b) Sebelah Selatan : Desa Malang Rapat 

c) Sebelah Barat : Desa Pengudang 

d) Sebelah Timur : Laut Cina Selatan 

2) Orbitasi (Jarak dari Desa ke Pusat Pemerintahan)  

a) Jarak dari kantor desa ke kecamatan ± 62 Km 

b) Jarak dari kantor desa ke ibukota kabupaten berkisar antara ± 61 Km 

c) Jarak dari kantor desa ke ibu kota provinsi ± 67 Km 

Desa Berakit terdapat 8 Rukun Tetangga (RT), 4 Rukun Warga (RW) dan 2 

Dusun yang terbagi dibeberapa wilayah di Desa Berakit, yaitu: 
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1) Jl. H. Abd Salam, Teluk Merbau (RT. 001/ RW. 01 Dusun I) 

2) Jl. H. Abd Salam, Berakit (RT. 002/ RW. 01 Dusun I) 

3) Jl. H. Aman, Penginam (RT. 003/ RW. 02 Dusun I) 

4) Jl. H. Ahmad, Bukit Balau (RT. 004/ RW. 02 Dusun I) 

5) Jl. Bathin Muhammad Ali, Teluk Asah (RT. 005/ RW. 03 Dusun II) 

6) Jl. Bathin Muhammad Ali, Semelur (RT. 006/ RW. 03 Dusun II) 

7) Jl. Beringin, Sialang Timur (RT. 007/ RW. 04 Dusun II) 

8) Jl. Beringin, Sialang Barat (RT. 008/ RW. 04 Dusun II) 

4.1.2 Kependudukan 

Kependudukan merupakan sesuatu yang berkenaan dengan jumlah, struktur, 

usia, jenis kelamin, agama, tingkat kelahiran, tingkat kematian, mobilitas, ekonomi 

dan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, 

social serta budaya. Data kependudukan merupakan tampilan data penduduk dalam 

bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan 

kependudukan baik dalam bentuk angka, grafik, gambar dan lain lain. Jumlah 

Penduduk Desa Berakit berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari 2240 jiwa dari 639 

Kartu Keluarga. Berikut jumlah penduduk di Desa Berakit berdasarkan jenis kelamin: 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Berakit Bedasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 1132 Jiwa 

2. Perempuan 1108 Jiwa 

Jumlah 2240 Jiwa 

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022 
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Berdasarkan data tersebut penduduk di Desa Berakit mayoritas berjenis kelamin 

laki-laki  dan minoritas berjenis kelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk di 

Desa Berakit berdasarkan pengelompokkan umur sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Berakit Berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah 

1. 0-5 Tahun 270 Jiwa 

2. 6-12 Tahun 320 Jiwa 

3. 13-15 Tahun 119 Jiwa 

4. 16-18 Tahun 116 Jiwa 

5. 19-25 Tahun 218 Jiwa 

6. 26-55 Tahun 983 Jiwa 

7. 56 Tahun Keatas 207 Jiwa 

Jumlah 2240 Jiwa 

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022 

4.1.3 Pekerjaan / Mata Pencaharian 

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Dengan 

kata lain mata pencaharian berarti sebagai segala aktivitas manusia dalam 

memberdayakan potensi sumber daya alam. Adapun mata pencaharian masyarakat di 

Desa Berakit dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk Desa Berakit 

No. Pekerjaan atau Mata Pencaharian Jumlah 

1. Honor 53 Orang 

2. PNS 23 Orang 

3. Polri 1 Orang 

4. Wiraswasta 65 Orang 

5. BHL 53 Orang 

6. Perawat 3 Orang 

7. Dokter 3 Orang 

8. Petani 262 Orang 
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No. Pekerjaan atau Mata Pencaharian Jumlah 

9. Nelayan 377 Orang 

10. Swasta 64 Orang 

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022 

4.1.4 Pembangunan 

Pembangunan merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur 

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, 

pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Adapun pembangunan yang sudah terlaksana di Desa Berakit 

dapat dilihat dari penjelasan berikut: 

4.1.4.1 Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya sumber daya 

manusia yang handal dan terampil, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan 

dan pengangguran. Dalam menunjang kegiatan pendidikan di Desa Berakit 

diperlukanlah suatu pembangunan fisik sebagai wadah tempat berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar yaitu gedung sekolah. Dengan adanya gedung sekolah, 

maka pembangunan masyarakat dibidang pendidikan formal sudah mulai 

terlaksanakan. Berikut sarana pendidikan yang terdapat di Desa Berakit, yaitu: 
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Tabel 4.4 Tabel Prasarana Pendidikan Desa Berakit 

No. Sarana Pendidikan Jumlah Keterangan 

1. PAUD 2 Unit Baik 

2. Sekolah Dasar 1 Unit Baik 

3. Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Unit Baik 

4. Madrasah Tsanawiyah Swasta 1 Unit Baik 

5. Sekolah Menengah Pertama 1 Unit Baik  

6. Perpustakaan Desa 1 Unit Baik 

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022 

4.1.4.2 Agama 

Agama merupakan hal yang mendasar dan vital bagi masyarakat desa maupun 

kota berupa sebuah sistem yang mengatur tata keimanan (Kepercayaan) dan 

peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa juga di serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berikut 

prasarana ibadah yang ada di Desa Berakit: 

Tabel 4.5 Prasarana Ibadah Desa Berakit 

No. Sarana Ibadah Jumlah 

1. Masjid 3 

2. Musholla 3 

3. TPQ 2 

4. Gereja 2 

5. Kelenteng  1 

Ju.mlah  11 

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022 

4.1.4.3 Kesehatan dan Keamanan 

Ketersediaan prasarana kesehatan untuk menunjang tinggi kondisi kesehatan 

masyarakat dalam suatu wilayah, khusus nya wilayah desa, maka dari itu 

pembangunan prasarana kesehatan sangat diperlukan. Ketersediaan prasarana 
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keamanan dapat membuktikan keadaan bebas dari kejahatan atau menghindari 

terjadinya ancaman kejahatan yang dapat mengganggu masyarakat. Prasarana 

keamanan di Desa Berakit masih terbilang kurang memadai karena hanya tersedia 

satu poskamling. Sedangkan prasarana kesehatan yang terdapat di Desa Berakit 

cukup memadai hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini, yaitu: 

Tabel 4.6 Tabel Prasarana Kesehatan dan Keamanan Desa Berakit 

No. Sarana Kesehatan dan Keamanan Jumlah 

1. Puskesmas 1 

2. Polindes 1 

3. Poskesdes 1 

4. Posyandu 3 

5. Poskamling   1 

Jumlah  7 

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022 

4.1.4.4 Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial 

Berikut tabel yang menyajikan Prasarana Olahraga Kesenian Kebudayaan dan 

Olahraga yang terdapat di Desa Berakit: 

Tabel 4.7 Prasarana Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial Desa Berakit 

No. 

Sarana Olahraga Kesenian 

Kebudayaan dan Sosial Jumlah 

1. Lapangan Sepak Bola 1 

2. Lapangan Bola Volly 2 

Jumlah 3 

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.7 Prasarana Olahraga masih kurang memadai dalam 

pelaksanaan pembangunannya karena hanya menyediakan lapangan sepak bola dan 

lapangan bola volly saja. Sedangkan untuk prasarana keseniaan kebudayaan dan 
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sosial tidak adanya pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat tidak dapat 

melatih dan mengembangkan bakat serta keterampilannya dibidang Kesenian 

Kebudayaan dan Olahraga.  

4.1.5 Kondisi Pemerintahan Desa Berakit 

Pemerintahan Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan 

pemerintahan dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat pada wilayah 

tingkat desa. Pemerintah Desa Berakit memiliki Kepala Desa, Lembaga 

Kemasyarakatan Desa, Kepala Dusun serta Kepala RT/RW dan perangkat desa yang 

bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan.  

4.1.4.5 Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa Berakit 

Tabel 4.8 Lembaga Pemerintahan Desa Berakit 

No. Lembaga Pemerintahan Jumlah 

1. Kepala Desa 1 

2. Sekretaris Desa 1 

3. Perangkat Desa 12 

4.  Badan Permusyawaratan Desa 5 

Jumlah 19 

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat Lembaga Pemerintahan Desa Berakit 

berjumlah 19 orang, yang terdiri dari satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris 

Desa, perangkat desa dengan jumlah 12 orang terdiri dari Kepala Urusan Keuangan, 

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi 

Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemerintahan, Staf Keuangan, 
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Staf Administrasi, Staf Pelayanan, Staf Pemerintahan, Kepala Dusun Satu dan Kepala 

Dusun Dua. Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah lima orang. 

Tabel 4.9 Lembaga Kemasyarakatan Desa Berakit 

No. Lembaga Kemasyarakatan Jumlah 

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 4 

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 30 

3. RT/RW 12 

4.  Karang Taruna 24 

5. Kader Pembangunan Manusia (KPM) 1 

Jumlah 71 

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022 

 Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Berakit berjumlah 71 orang yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) dengan jumlah 4 orang yang didalamnya terdapat ketua, sekretaris, bendahara, 

dan satu orang anggota, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang 

berjumlah 30 orang diantaranya 11 orang pengurus dan 18 orang anggota, Rukun 

Tetangga (RT) berjumlah 8 orang, Rukun Warga (RW) berjumlah 4 orang, Karang 

Taruna berjumlah 24 orang yang terdiri dari 10 orang pengurus dan 14 orang anggota, 

dan satu orang Kader Pembangunan Manusia (KPM). 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Berakit 

Prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai 

upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak-pihak yang diberikan 
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kepercayaan oleh masyarakat adapun dalam pencapaian tujuan tersebut terdapat 

keberhasilan atau pun kegagalan dalam prosesnya. Penulis menggunakan lima 

indikator yang terdapat di dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 untuk mengetahui 

apakah Desa Berakit sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan 

Keuangan Desa. Adapun kelima indikator tersebut yaitu: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban 

Selanjutnya dari kelima indikator tersebut penulis akan menjelaskan hasil 

temuan penelitian mengenai penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa 

Berakit berdasarkan jawaban informan yang telah dilakukan wawancara sebelumnya . 

4.2.1.1 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan 

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan 

dan pengeluaran oleh pemerintahan desa untuk tahun anggaran berkenaan yang 

dianggarkan dalam APB Desa. Adapun hasil analisis yang dilakukan penulis terkait 

dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Berakit, yaitu: 

Tabel 4.10 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan Menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara Dokumen Keterangan 

Sekretaris Desa 

mengoordinasikan 

penyusunan rancangan 

Sekretaris Desa telah 

melakukan rancangan 

APB Desa berdasarkan 

 

Lampiran 

7 

S 

(Sesuai) 



42 
 

 

Indikator Hasil Wawancara Dokumen Keterangan 

APB Desa berdasarkan 

RKP Desa tahun 

berkenaan dan pedoman 

penyusunan APB Desa 

yang diatur dengan 

Peraturan Bupati/Wali 

Kota setiap tahun. 

RKP Desa tahun 

berkenaan yang sesuai 

dengan peraturan 

Bupati/Wali Kota bersama 

dengan Kepala urusan dan 

Kepala saksi dengan 

melakukan musrenbang. 

Sekretaris Desa 

menyampaikan Rancangan 

Peraturan Desa mengenai 

APB Desa kepada Kepala 

Desa. 

 

Sekretaris Desa Berakit 

sudah menyampaikan 

rancangan peraturan desa 

tentang APB Desa kepada 

kepala desa untuk 

disetujui. 

 

 

Lampiran 

7 

S 

(Sesuai) 

 

 

Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa 

disampaikan Kepala Desa 

kepada BPD kemudian 

dibahas dan disepakati 

bersama saat musyawarah 

BPD. 

Pemerintah Desa sudah 

menyampaikan rencana 

peraturan Desa tentang 

APB Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa 

untuk dibahas dan 

disepakati bersama. 

 

 

 

Lampiran 

7 

S 

(Sesuai) 

 

 

Sumber: Sekretaris Desa Berakit 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Berakit 

diketahui bahwa Desa Berakit sudah akuntabel dalam tahap perencanaan. Pemerintah 

desa telah melaksanakan perencanaan dan penyusunan keuangan yang dinilai sudah 

cukup baik dan sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal 

tersebut terbukti dimana sekdes telah menyusun APBDes yang kemudian disepakati 

oleh Kades dan BPD untuk dibahas dan ditetapkan secara bersama melalui 

Musrenbang yang melibatkan BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat. 

4.2.1.2 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, ada prinsip umum yang harus 

diikuti yaitu penerimaan dan pengeluaran. Prinsip tersebut terdiri dari semua 
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penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa 

dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dan untuk pembuatan rekening kas desa 

dibuat oleh pemerindah desa dengan menggunakan tanda tangan Kepala Desa dan 

Kaur Keuangan. 

Tabel 4.11 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaksanaan Menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara Dokumen Keterangan 

Pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa meliputi 

penerimaan dan 

pengeluaran desa yang 

dilaksanakan melalui 

rekening kas desa pada 

bank yang ditunjuk 

Bupati/Wali Kota. 

Diperoleh informasi 

bahwa Setiap penerimaan 

dan pengeluaran Desa 

Berakit telah dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 

10 

S 

(Sesuai) 

 

 

 

Rekening kas desa dibuat 

oleh pemerintah desa 

dengan spesimen tanda 

tangan Kepala Desa dan 

Kaur Keuangan. 

Pembuatan rekening kas 

desa menggunakan tanda 

tangan Kepala Desa dan 

Kaur Keuangan. 

 

 

 

Tidak Ada S 

(Sesuai) 

 

Sumber: Kepala Urusan Keuangan Desa Berakit 

 Desa Berakit sudah melaksanakan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran 

desa melalui rekening kas desa dan rekening kas desa tersebut sudah dibuat 

menggunakan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Jadi, dapat 

disimpulkan berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Urusan Keuangan 

Desa Berakit pada tahap pelaksanaan sudah akuntabel dan sudah dilaksanakan 

sepenuhnya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 
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4.2.1.3 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Penatausahaan 

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang khususnya 

dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan tujuan untuk mencatat semua kegiatan yang 

berhubungan dengan dana atau keuangan. Kaur Keuangan bertanggungjawab 

mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dan Kaur 

Keuangan wajib menutup pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan. 

Tabel 4.12 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Penatausahaan Menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara Dokumen Keterangan 

Penatausahaan keuangan 

dilaksanakan oleh Kaur 

Keuangan sebagai 

pelaksana fungsi 

kebendaharaan. 

Untuk penatausahaan 

keuangan Desa Berakit 

dilakukan oleh Kaur 

Keuangan. 

 

 

- 

S 

(Sesuai) 

 

Penatausahaan dilakukan 

dengan mencatat setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran pada buku kas 

umum.  

 

 

 

 

 

 

Kaur Keuangan Desa 

Berakit mencatat setiap 

adanya penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam 

buku kas umum. 

Pencatatan tersebut 

dilakukan pada aplikasi 

Siskeudes sehingga 

memudahkan Kaur 

Keuangan dalam proses 

pencatatan.  

 

 

 

 

 

Tidak Ada S 

(Sesuai) 

 

 

 

 

Pencataan pada buku kas 

umum ditutup setiap akhir 

bulan. 

 

 

Diperoleh informasi 

bahwa Kaur Keuangan 

selalu menutup pencatatan 

pada buku kas umum 

setiap akhir bulan. 

 

 

Tidak Ada S 

(Sesuai) 

 

Sumber: Kepala Urusan Keuangan Desa Berakit 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kaur Keuangan telah melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan indikator penatausahaan yang terdapat dalam Permendagri 
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Nomor 20 Tahun 2018 dimana Kaur Keuangan selalu mencatat penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam buku kas umum serta pencatatan pada buku kas umum 

tersebut selalu ditutup setiap akhir bulan. Dari hasil wawancara yang dilakukan 

penulis dengan Kaur Keuangan Desa Berakit, diperoleh informasi bahwa dalam tahap 

penatausahaan akuntabilitas Desa Berakit dalam pengelolaan keuangannya sudah 

dilakukan dengan sangat baik. 

4.2.1.4 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaporan 

Dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam 

pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan 

laporan. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama 

yang harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota  paling lambat 

pada bulan juli tahun berjalan.  

Tabel 4.13 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaporan Menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara Dokumen Keterangan 

Kepala Desa 

menyampaikan laporan 

pelaksanaan APB Desa 

semester pertama kepada 

Bupati/Wali Kota melalui 

camat. 

 

 

Diketahui bahwa kepala 

Desa telah melaksanakan 

tugasnya yaitu 

menyampaikan  laporan 

pelaksanaan APB Desa 

semester pertama kepada 

Bupati/WaliKota melalui 

camat. 

 

 

Lampiran 

5 dan 

Lampiran 

6 

S 

(Sesuai) 

 

 

 

Laporan terdiri dari 

laporan pelaksanaan APB 

Desa dan laporan realisasi 

kegiatan. 

 

 

 

Diperoleh informasi 

bahwa Desa Berakit tidak 

ada laporan realisasi 

kegiatan dan hanya 

membuat laporan 

pelaksanaan APB Desa 

saja. 

 

Lampiran 

5 dan 

Lampiran 

6 

TS 

(Tidak 

Sesuai) 
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Indikator Hasil Wawancara Dokumen Keterangan 

Kepala Desa menyusun 

laporan dengan cara 

menggabungkan seluruh 

laporan paling lambat 

minggu kedua bulan Juli 

tahun berjalan. 

Diketahui bahwa laporan 

sudah disusun oleh Kepala 

Desa paling lambat 

minggu kedua bulan juli 

tahun berjalan. 

 

 

 

- 

S 

(Sesuai) 

 

Sumber: Kepala Desa Berakit  

Untuk sub indikator pelaporan yang kedua disebutkan bahwa laporan terdiri 

dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, Namun 

pemerintah Desa Berakit hanya ada laporan pelaksanaan APB Desa dan tidak 

membuat laporan realisasi kegiatan, dari informasi yang didapatkan telah terjadi 

kesalahpahaman pengetahuan mengenai laporan realisasi kegiatan dan laporan 

realisasi pelaksanaan APB Desa. Menurut Kepala Desa Berakit laporan realisasi 

kegiatan sama dengan laporan pelaksanaan APB Desa yang sudah memuat semua 

informasi sehingga tidak perlu lagi membuat laporan realisasi kegiatan. Dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan bahwa untuk 

indikator akuntabilitas pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa pada 

pemerintahan Desa Berakit masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 dan dapat dikatakan belum akuntabel. 

4.2.1.5 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa kepada sejumlah pemangku 

kepentingan dan pihak yang membutuhkan pertanggungjawaban. Pemerintah desa 

wajib membuat laporan dari pengelolaan keuangan desa.  
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Tabel 4.14 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pertanggungjawaban Menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara Dokumen Keterangan 

Kepala Desa 

menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa kepada 

Bupati/Wali Kota melalui 

camat setiap akhir tahun 

anggaran. 

Kepala Desa Berakit sudah 

menyampaikan Laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi Pelaksanaan APB 

Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui 

camat     

setiap akhir tahun 

anggaran.              

 

 

 

 

- S 

(Sesuai) 

 

 

 

Laporan 

pertanggungjawaban 

disampaikan paling lambat 

3 (tiga) bulan setelah akhir 

tahun anggaran berkenaan 

yang ditetapkan dengan 

peraturan desa. 

Laporan 

pertanggungjawaban telah 

disampaikan sesuai dengan 

tenggat waktu yang 

ditentukan. 

 

 

 

 

 

- S 

(Sesuai) 

 

 

Laporan 

pertanggungjawaban 

berisikan laporan 

keuangan yang terdiri dari 

laporan realisasi APB 

Desa dan catatan atas 

laporan keuangan, laporan 

realisasi kegiatan, daftar 

program sektoral, program 

daerah dan program 

lainnya yang masuk ke 

desa. 

 

Diperoleh informasi 

bahwa 

Desa Berakit tidak 

membuat catatan atas 

laporan keuangan, laporan  

realisasi kegiatan dan 

daftar program sektoral, 

program daerah dan 

program lainnya yang 

masuk ke desa. Laporan 

pertanggungjawaban 

hanya 

berisi laporan realisasi 

APB Desa saja. 

 

 

 

 

Lampiran 

5 dan  

Lampiran 

6 

TS 

(Tidak 

Sesuai) 

 

 

 

 

 

Sumber: Kepala Desa Berakit 

Pada sub indikator ketiga diperoleh informasi bahwa Desa Berakit tidak ada 

catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, 

program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil 
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wawancara terlihat adanya permasalahan kompetensi pemerintah Desa Berakit yang 

tidak mengetahui bagaimana bentuk dari catatan atas laporan keuangan, laporan 

realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya 

yang masuk ke desa, sehingga pemerintah Desa Berakit tidak pernah membuat 

laporan tersebut. Sedangkan ketiga laporan tersebut harus ada dalam laporan 

pertanggungjawaban sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018. Jadi, dapat disimpulkan untuk indikator pertanggungjawaban 

pemerintah Desa Berakit masih belum memperlihatkan pengelolaan keuangan desa 

yang akuntabel.  

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Berakit 

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan bagi masyarakat untuk 

mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. 

Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi 

tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan seta hasil yang dicapai. 

Informasi yang disajikan harus memadai dan jelas agar mudah dimengerti dan dapat 

dipantau oleh publik. Berikut adalah hasil kajian penelitian mengenai penerapan 

prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan Desa Berakit 

berdasarkan jawaban informan yang telah dilakukan wawancara sebelumnya: 
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Tabel 4.15 Indikator Transparansi Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 

Indikator  Hasil Wawancara Dokumen Keterangan  

Kepala desa 

menyampaikan informasi 

mengenai APB Desa 

kepada masyarakat melalui 

media informasi. 

Kepala Desa memang 

menyampaikan informasi 

mengenai APB Desa 

melalui baliho yang 

terdapat didepan kantor 

Desa Berakit namun yang 

tertera dibaliho hanya 

anggaran APB Desa saja. 

 

 

 

Lampiran 

4 

TS 

(Tidak 

Sesuai) 

 

 

Pembukuan arus kas 

masuk dan arus keluar 

memuat semua informasi 

yang berisikan 

pengeluaran belanja atas 

beban APB Desa yang 

didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah 

 

 

 

 

Pencatatan kas masuk dan 

kas keluar telah dilakukan 

dengan baik oleh Kaur 

Keuangan, hal tersebut 

didukung dengan adanya 

buku kas umum, hanya 

saja untuk mengakses 

buku kas umum tersebut 

pemerintah Desa Berakit 

tidak memperbolehkannya 

termasuk masyarakat. 

 

 

 

 

 

Tidak Ada 

TS 

(Tidak 

Sesuai) 

 

 

 

Kepala Desa 

menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa kepada 

Bupati/Wali Kota melalui 

camat setiap akhir tahun 

anggaran. 

Kepala Desa telah 

menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa kepada 

Bupati/Walikota tiap akhir 

tahun anggaran. 

 

 

 

- S 

(Sesuai) 

 

 

 

Sumber: Kepala Desa Berakit dan Sekretaris Desa Berakit 

 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Desa dan 

Sekretaris Desa, diperoleh informasi bahwa Desa Berakit masih belum menerapkan 

prinsip transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana dalam baliho yang 

tertera didepan kantor hanya memperlihatkan anggaran APB Desa saja pemerintah 

desa tidak mencantumkan laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, 
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kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat 

pengaduan serta adanya keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi 

mengenai pengelolaan keuangan desa seperti buku kas umum.  

Kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa 

karena hal tersebut tidak bisa diinformasikan kepada masyarakat luas dan hanya dapat 

diinformasikan kepada pihak tertentu saja. Menurut pemerintah Desa Berakit tidak 

semua hal harus diketahui masyarakat. Padahal masyarakat memiliki hak kebebasan 

untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang 

tertera dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah Desa Berakit belum menerapkan prinsip transparansi dengan baik dalam 

pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti, maka 

penerapan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada 

Pemerintahan Desa Berakit dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan prinsip Akuntabilitas untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

penatausahaan sudah dilakukan dengan baik dan dapat dikatakan akuntabel 

karena sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun untuk 

tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih dinilai kurang akuntabel. 

Pada tahap pelaporan terjadi kesalahpahaman mengenai pemahaman terkait 

laporan relisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. Pada 

tahap pertanggungjawaban terkait dengan kompetensi aparat desa yang 

masih kurang karena tidak mengetahui bagaimana bentuk catatan atas 

laporan keuangan, dan daftar program sektoral, program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke desa. Yang mana laporan tersebut harusnya 

terdapat dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

2. Penerapan prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada 

Pemerintahan Desa Berakit masih belum menerapkan prinsip transparansi 

sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut 
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dikarenakan kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan 

informasi melalui baliho yang hanya menampilkan anggaran APB Desa saja 

dan keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai 

pengelolaan keuangan desa.   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, 

maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan yaitu: 

1. Diharapkan dalam penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Untuk tahap pelaporan 

dan pertanggungjawaban diharapkan pemerintah desa dapat menerapkannya 

sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia seperti melakukan sosialisasi atau 

memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada 

aparat agar lebih memahami guna dan manfaat laporan-laporan yang 

harusnya ada dan dibuat oleh desa. 

2. Diharapkan agar penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa 

lebih melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga tahap 

pertanggungjawaban dan diharapkan agar lebih terbuka kepada masyarakat 

dalam menyampaikan informasi melalui baliho serta tidak membatasi 

masyarakat dalam mendapatkan informasi pengelolaan keuangan desa.
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